
Menimbang 

Mengingat 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR a TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA C/iRA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MIL IK D A E R A H 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALI KOTA GORONTALO, 

: a . bahwa da lam rangka mewujudkan akuntabilitajs 

pengelolaan Ba rang Mil ik Daerah dfdam aspeR 

penghapusan Barang Mil ik Daerah perlu d i l aksanakan 

secara efisien, efektif, dan akuntabel ; 

b. bahwa agar penghapusan barang mi l ik daerah dapat 

t e r laksana secara efisien, efektif, dan akuntabe l serta 

sesuai ketentuan peraturan perundang-unclangan per lu 

tata ca ra pe laksanaannya ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f a dan h u r u f b perlu membentnk Pera turan 

Wal i Kota Gorontalo tentang T a t a C a r a Pelaksanaaij i 

Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Gorontalo; 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negaia Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara. 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangar 

Negara (Lembaran Negara Flepublik Indonesia T a h u n 2003 
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WALI KOTA GORONTALO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas 

pengelolaan Barang Milik Daerah dalam aspek 

penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan 

secara efisien, efektif, dan akuntabel: 

bahwa agar penghapusan barang milik daerah dapat 

terlaksana secara efisien, efektif, dan akuntabel serta 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu 

tata cara pelaksanaannya, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Wali Kota Gorontalo tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Gorontalo, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negs.ra Republ ik 

Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentaiJg 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambah;an Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan an ta ra Pemerintal i Pusat dan 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ i^ 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentanlg 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesda Nomor 5587) Sebagaimana 

telah beberapa ka l i d iubah terakl i i r dengan 

Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 T a h u n 1.996 tentang 

Hak G u n a Usaha , Hak G u n a B a n g u n a n d8 .n Hak P a k s l 

Atas T a n a h (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 1996 Nomor 3643) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2005 tentang 

Standar Akun tans i Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 45 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang 

S is tem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia homor 4576) 

sebagaimana telah diubabi dengan Peraturan Pemerintal i 

Nomor 6 5 T a h u n 2010 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, Tambahan Lembara i i 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5150); 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 3643), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5150), 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Mil ik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 92 , 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5533) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daimah (Lembaran Negara Republi k 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahi in L e m b a r a i 

Negara Republ ik IndonesiEi Nomor 6322) ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 T a h u n 1997 

tentang T u n t u t a n Perbendaharaan dan Tun tu tan G a n i 

Rugi Keuangan dan Ba rang Daerah; 

13. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 2005 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Da lam INegeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 ; 

14. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 19 T a h u n 201 5 

tentang Pedoman Pengelolaan B a r a n g Milik E'aerah (Beritp 

Negara Republ ik Indonesici T a h u n 2016 Nomor 547); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N WALI KOTA GOFJONTALO TENTAN(3 TATA CAR^V 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MIL IK D A E R A H . 

B A B 1 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

1. Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

2. Pemer intahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n pemenntahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

a sas otonomi dan tugas pembantuan dengarL pr insip otonomi se luas- luasny a 

da lam sis;tem dan prinsip Negara Kesa tuan FJepublik Indonesia sebagaimana 

d imaksud da lam Undang-Undang Dasai- Negara RepubFk Indonesi^ 

T a h u n 19 45. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wal i Kota sebagai u n s u r penyelenggark 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Rugi Keuangan dan Barang Daerah, 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG TATA CARA 

  
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan. prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945. 

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
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pemerinl:ahan daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

5. Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah yang se lan jutnya disingkat D P R D ada lkh 

lembaga perwaki lan rakyat yang berkedudukan sebagai uns i j r 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

6. Sekretari s daerah adalah Sekretar is daerah Kota Gorontalo. 

7. Ba rang Mil ik Daerah adalah s emua barang: yang dibeli a tau diperoleh a tks 

beban Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah a tau berasal dapi 

perolehan l a innya yang sah . 

8. Pengeloki Ba rang ada lah pejabat yang bep\^enang dan bertanggung jawa|b 

me l akukan koordinasi pengelolaan barang mi l ik daerah. 

9. B a d a n Keuangan yang se lan jutnya disingkat B K ada lah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah se laku pengguna anggaran/pengguna barang, yan|g 

juga me laksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

10. Pengguna Ba rang ada lah pejabat pemegang kewenangan Penggunaari 

B a r a n g Mil ik Daerah. 

1 1 . Perangkat Daerah yang se lanjutnya disingkat PD ada lah perangkat daeral i 

se laku Pengguna Barang . 

12. Uni t ker ja ada lah bagian Perangkat Daerah se laku K u a s a Pengguna Barang . 

13). Pengurus Ba rang ada lah pegawai negeri s ipi l yang diserahi tugas menerimei, 

menyimpan, menge luarkan, menatausahakar i d a i 

mempertanggungjawabkan barang mi l ik daf;rah pada Perangkat Daerah. 

l-^-. Peni lai ada lah p ihak yang me lakukan peni la ian secara independen 

berdasarlcan kompetensi yang d imi l ik inya. 

15. Peni la ian ada lah proses kegiatan u n t u k member ikan sua tu opini n i la i atajS 

s u a t u obyek peni la ian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu. 

16. Pengelolaan Ba rang Mil ik Daerah adala l i kese luruhan kfjgiatan yang 

mel iputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanein dan pemeliharaati , peni laia4, 

pemindahtanganan, pemusnahan , penghapusan, penatausahaar 

pembinaan, pengawasan dan Pengendalian. 

17. Pemindal i tanganan ada lah pengal ihan kepemi l ikan Barang Milik Daerah. 

18. Penjualan ada lah pengal ihan kepemi l ikan Ba rang Mil ik Daerah kepadk 
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pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

Sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah Kota Gorontalo. 

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang, yang 

juga melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan 

Barang Milik Daerah. 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 

selaku Pengguna Barang. 

|. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang. 

Pengurus Barang adalah pegawai negeri sipil yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakari dan 

mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Perangkat Daerah. 

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 

suatu obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu. 

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, 

pembinaan, pengawasan dan Pengendalian. 

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. 

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada 
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p ihak la in dengan mener ima penggantian da lam bentuk uang. 

19. Hibah ada lah pengalihan kepemi l ikan barang dar i Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah, dar i Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat , 

a n tar Pemerintah Daerah, a tau dar i Pemerintah Daerah kepada p ihak la in , 

t anpa memperoleh penggantian. 

20. Pemusneihan adalah t indakan memusna l i kan fisik dan/atau kegunaan 

Ba rang Mil ik Daerah. 

2 1 . Penghapusan adalah t indakan menghapus Ba rang Mil ik Daerah dar i dafter 

barang dengan menerbitkan Keputusan dar i pejabat yang berv/enang u n t u k 

membebaskan Pengguna Ba rang dan/atau K u a s a Pengguna B a r a n g 

dan/a tau Pengelola Ba rang dar i tanggung j awab admin is t ras i dan f isik ata s 

barang yjang berada da lam penguasaannya. 

22 . Daftar Ba rang Mil ik Daerah yang se lanjutnya dis ingkat D B M D adalah daftar 

yang memuat data se lu ruh B a r a n g Mil ik Daerah . 

23. Daftar B a r a n g Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan D B P adala l i 

daftar yang memuat data Ba rang Mil ik Daerah yang d igunakan oleh masing-

mas ing pengguna barang. 

24. Daftar Ba rang Pengelola yang se lanjutnya dis ingkat dengan D B P L a d a l a i 

daftar yang memuat data Ba rang Milik Daerah yang berada d a l a r i 

penguascian Pengelola Barang . 

25 . Laporan Barang Pengguna yang se l an ju tn ja disebut L B P adidah laporah 

yang d i s u s u n oleh pengguna barang yang menyaj ikan posisi Ba rang Miliu: 

Daerah pada awa l dan a k h i r periode tertentu secara semesteran dap 

t ahunan serta mutas i yang terjadi se lama ptjriode tersebut. 

26. B e n c a n a a lam ada lah bencana yang d iak ibatkan oleh peristiwai a lam antark 

la in berupa gempa bumi , t sunami , gunung meletus, banjir, keker ingar 

angin top an dan tanah lonsor. 

27. P ihak la in ada lah p ihak-p ihak selain Pemerintah Daerah. 

Pasa l 2 

Peraturan Wal i Kota in i mel iputi tata ca ra pe laksanaan Penghapusan Baranj? 

Mil ik Daerah (BMD) pada : 

a . pengelola Barang ; dan 

b. pengguna EJarang. 

P E R A N G K A T 
DAE;RAH 
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2 Hiu 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, 

antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, 

tanpa memperoleh penggantian. 

20. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 

Barang Milik Daerah. 

21. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar 

barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 

dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 

barang yang berada dalam penguasaannya. 

2. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar 

yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah. 

“ 3. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah 

daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing- 
| 

masing pengguna barang. 

24. Daftar Barang Pengelola yang selanjutnya disingkat dengan DBPL adalah 

daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaan Pengelola Barang. 

25. Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disebut LBP adalah laporan 

yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi Barang Milik 

Daerah pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan 

tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut. 

26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara 

lain berupa gempa bumi, tsunami, gunurig meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan dan tanah lonsor. 

27. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini meliputi tata cara pelaksanaan Penghapusan Barang 

Milik Daerah (BMD) pada : 

a. pengelola Barang, dan 

b. pengguna Barang. | 
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B A B I I 

PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MIL IK D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 3 

(1) Pe laksar.a Penghapusan B a r a n g Mil ik Daerah terdiri a tas : 

a . Pengelola Barang , u n t u k Ba rang Mil ik Daerah berupa : 

1. t anah dan/atau bangunan yang d i se rahkan oleh Penj»guna Barar|g 

kepada Pengelola Barang ; dan 

2. t anah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan ya i ig 

berasal dar i perolehan la in yang s a h yang berada da lam penguasaan 

Pengelola Barang . 

b. Pengg;una Barang , u n t u k Ba rang Mil ik Daerah yang stat i js 

penggunaannya berada pada Pengguna Ba rang berupa : 

1. t anah dan/atau bangunan; 

2. sebagian tanah ; dan 

3. se la in t anah dan/atau bangunan. 

(2) Ba rang Mil ik Daerah se la in t anah dan/atau bangunan sebagaimaria 

d imaksud pada ayat (1) t e rmasuk Ba rang Mil ik Daerah berupa perangkat 

l u n a k ( s (5 f tware ) komputer, l isensi , wara laba (franchise), patc;n, h a k cipbi , 

dan has i l kaj ian/pengembangan yang member ikan manfaat j a n g k a panjang. 

Bag ian Kedua 

Kewenangan dan Tanggung J a w a b 

Paragraf 1 

Pengelola Ba rang 

Pasa l 4 

(1| Wal i Kota se laku pemegang k e k u a s a a n pengelolaan Ba rang Milik Daerah 

berwenang dan bertanggungjawab : 

a. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, a tau Pemindahtanganan 

Ba rang Mil ik Daerah berupa tanah dan/a tau bangunan; 

b. mengajukan u s u l Pemindahtanganan Ba rang Mil ik Daerah yang 

memer lukan persetujuan Dewan Perwaki lan Rakya t Daen ih ; dan 

c. menyetujui u s u l Pemindahtanganan, l^emusnahan, dan Penghapusai|i 

Ba rang Mil ik Daerah sesua i batas kewenangannya. 

(2) Sekretar is Daerah se laku Pengelola Ba rang memi l ik i kewenangan daiji 

tanggung j awab : 
PERANGKAT 

DAERAH 
KABAG 
HUKUM 

ASISTEN S E K D A 
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BAB II 

PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

(1) Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah terdiri atas : 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa : 

1. tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pengguna Barang 

kepada Pengelola Barang, dan 

2. tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang 

berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan 

Pengelola Barang. 

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang berupa : 

1. tanah dan/atau bangunan, 

2. sebagian tanah, dan 

3. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk Barang Milik Daerah berupa perangkat 

lunak (software) komputer, lisensi, waralaba (franchise), paten, hak cipta, 

dan hasil kajian /pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. 

Bagian Kedua 

Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Paragraf 1 

Pengelola Barang 

Pasal 4 

(1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah 

berwenang dan bertanggungjawab : 

a. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 

b. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Cc. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya. 

(2! Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan ii 

tanggung jawab : 
  

PERANGKAT | KABAG | ASISTEN | SEKDA 
DAERAH | HUKUM 
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a. mengatur pe laksanaan Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah yang adg 

pada Pengelola Ba rang setelah mendapat persetujuan WaJi Kota; 

b. me laksanakan Penghapusan Barang Mil ik Daerah yang ada padk 

Pengelola Ba rang dar i Daftar Bart ing Pengelola (DJ3PL) setelaJi 

mendapat persetujuan Wal i Kota berupa S u r a t Keputusan Wal i Kotg. 

tentang penghapusan. 

0. menerbi tkan Keputusan Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah yang a d ^ 

pada Pengguna B a r a n g dar i Daftar Ba rang Pengguna (DBP) u n t u 

penghapusan Ba rang Mil ik Daerah k a i e n a : 

1. pengalihan s ta tus penggunaan; 

2. pemindahtanganan; a tau 

3. pemusnahan . 

d. menerbi tkan Keputusan Penghapusan B a r a n g Mil ik Daerah yang adk 

pada Pengguna Ba rang dar i Daftar Ba rang Pengguna (DBP) setelal i 

meridapatkan persetujuan Wal i Kota u n t u k penghapusan Barang Mililc 

Daerah selain ka r ena Pengalihan S ta tus Penggunaan 

Pemindahtanganan a tau Pemusnahan sebagaimana yang d imaksuq 

pada h u r u f c. 

(3) Kewenangan dan tanggung j awab Sekretar is Daerah sela]<;u Pengelolk 

Ba rang sebagaimana d imaksud pada ayat (2) secara fungsionsl 

d i laksan j ikan oleh Kepala B a d a n Keuangan 

(4) Kepala B K a tas n a m a Sekretar is Daerah dapat menun juk pejatiat struktural l 

di l ingkungan B K u n t u k me laksanakan kewenangan dan tanggung j awap 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3). 

Paragraf 2 

Pengguna B a r a n g 

Pasa l 5 

(1) Kepala PD se l aku Pengguna Ba rang memi l ik i kewenangan dan tanggung 

jawab : 

a . mengajukan u s u l Pemusnahan Ba rang Mil ik Daerah yang s ta tus 

pengj junaannya berada pada Pengguna Barang kepada Wal i Kota; 

b. mela lcsanakan Pemusnahan Beirang Mil ik Daerah yang s ta tus 

peng|;unaannya berada pada Pengguna Ba rang setelah mendapat 

persetujuan Wal i Kota; dan 

c. mengajukan u s u l Pemusnahan dan Penghapusan Baimng Mil ik 

Daen ih . 
PERANGKAT 

DAliRAH 
KABAG ASISTEN S E K D A 

1̂/ r 9 \   
(3) 

(4) 

(li 

7 

a. mengatur pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada 

pada Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota, 

b. melaksanakan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada pada 

Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola (DI3PL) setelah 

mendapat persetujuan Wali Kota berupa Surat Keputusan Wali Kota 

tentang penghapusan. 

Cc. menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada 

pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) untuk 

penghapusan Barang Milik Daerah karena: 

1. pengalihan status penggunaan, 

2. pemindahtanganan, atau 

3. pemusnahan. 

d. menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada 

pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) sega 

mendapatkan persetujuan Wali Kota untuk penghapusan Barang Milik 

Daerah selain karena Pengalihan Status Penggunaan, 

Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud 

pada huruf c. 

Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola 

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional 

dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan 

Kepala BK atas nama Sekretaris Daerah dapat menunjuk pejabat struktural 

di lingkungan BK untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Paragraf 2 

Pengguna Barang 

Pasal 5 

Kepala PD selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab: 

a. mengajukan usul Pemusnahan Barang Milik Daerah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang kepada Wali Kota, 

b. melaksanakan Pemusnahan Barang Milik Daerah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat 

persetujuan Wali Kota, dan 

c. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 

Daerah. 
  
PERANGKAT | KABAG | ASISTEN | SEKDA 
DAERAH HUKUM 
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(2) Kepala l^D se laku Pengguna Barang dapat menun juk pejabat u n t u k 

me laksmiakan kewenangan dan tanggung j awab Pengguna Ba rang 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(2) Ketentuim mengenai kewenangan dan tanggung jawa.b Pejabat 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i tetapkan oleh Kepala. PD sesua i 

kewenan gan dan tanggung j awabnya masin g-masing. 

B A B 111 

PELAKSANyb\N PENGHAPUSAN BARANG MIL IK D A E R A H PADA P E N G E L O L A 

BARANG 

Bag ian Kesa tu 

Pr ins ip U m u m 

Pasa l 6 

(1) Pengelola Ba rang me l akukan Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah dar i D B P L 

setelah mendapat persetujuan dar i Wal i Kota berupa S u r a t Keputusan Waili 

Kota tentang penghapusan. 

(21) Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah dar i D B P L sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i l akukan da lam h a l Ba rang Mil ik Daerah sudah t idak berada da lam 

penguasaan Pengelola Ba rang karena : 

a . bera l ihnya kepemi l ikan, sebagai ak ibat dar i : 

1. pemindahtanganan; dan 

2. adanya pu tusan pengadilan yang telah memperoleti k ekua tan 

h u k u m tetap dan sudah t idak ada upaya h u k u m la innya . 

b. sebab-sebab la in . 

(3) Se la in a l asan sebagaimana d imaksud pada ayat (2), Penghapusan B a r a r g 

Mil ik Daerah dar i D B P L dapat pu la d i l akukan ka r ena penyerahan kepada 

Pengguna Ba rang a tau men ja lankan ketentuan peraturan perundang-

undangfm. 

(4) Sebab-sebab la in sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, merupakan 

sebab-s«;bab yang secara normal dapat d iperk i rakan wajar menjadi 

penyebab penghapusan, an ta ra la in m isa lnya hi lang, kecur ian , terbakar, 

susu t , menguap, mencair, terkena bencanaalam, kedaluwarss., r u s a k berajt, 

dan mat i/cacat berat/tidak produkti f u n t u k tanaman/hewan/' t emak, ser\a 

terkena dampak dar i terjadinya force majeure. 

(5) Pemindgihtanganan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f 

angka 1 an ta ra la in berupa penjualan 

PERANGKAT 
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Kepala PD selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat untuk 

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD sesuai 

kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. 

BAB III 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA 

(1) 

2) 

(3) 

(4) 

(S) 

BARANG 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 6 

Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL 

setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota berupa Surat Keputusan Wali 

Kota tentang penghapusan. 

Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam 

penguasaan Pengelola Barang karena: | 

a. beralihnya kepemilikan, sebagai akibat dari : 

1. pemindahtanganan, dan 

2. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 

b. sebab-sebab lain. 

Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari DBPL dapat pula dilakukan karena penyerahan kepada 

Pengguna Barang atau menjalankan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan 

sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 

penyebab penghapusan, antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, 

susut, menguap, mencair, terkena bencanaalam, kedaluwarsa, rusak berat, 

dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman /hewan/ ternak, serta 

terkena dampak dari terjadinya force majeure. 

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 'a 

angka 1 antara lain berupa penjualan 
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{6) Ba rang Mil ik Daerah R u s a k Berat , kisdaluwarsa, dan hewan yang 

maj ir/t idak produkti f sebagaimana d imaksud pada ayat (4) dapat 

d i t indaklanjut i dengan penjualan. 

(7) Be rdasa rkan Laporan Has i l Penjualan, R i sa l ah lelang dan bukt i setor ha^ i l 

penjualgm ke k a s daerah, di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang 

Penghai:>usan Ba rang Mil ik Daerah. 

Bag ian Kedua 

Penghapusan Pada Pengelola Ba rang Ka r ena Pemindahtanganan 

Pasa l 7 

(1) Terhadap B a r a n g Mil ik Daerah pada Pengelola B a r a n g yang di lakukaln 

Pemindaihtanganan, Pengelola B a r a n g m < 3 l a k u k a n Penghapusan Ba ra r g 

Mil ik Daerah dar i Daftar Ba rang Pengelola setelah mendapatkajn 

persetuj uan dar i Wal i Kota. 

^) Penghaptusan Ba rang Mil ik Daerah sebagmmana d imaksud pada ayat (|1) 

d i lampir i dengan dokumen Ber i ta Acara Se rah Ter ima an ta ra Pengeloi 

Ba rang dan p ihak la in . 

Bag ian Ketiga 

Penghapusan Pada Pengelola Ba rang Ka r ena Adanya PutusanPengadi lan Y a n ^ 

Te lah Memperoleh Kekua tan H u k u m Tetap D a n S u d a h T idak Ada Upaya 

H u k u m LainnygL 

Pasa l 8 

(1) Terhadap Barang Mil ik Daerah yang h a r u s d ihapuskan k i i rena adan j 

pu tusan pengadilan yang telah memperokih kekua tan h u k u m tetap dan 

sudah t idak ada upaya h u k u m la innya. Pengelola B a r a n g melakukajn 

penelit ian terhadap B M D tersebut. 

(21) Penelit ian sebagaimana d imaksud pada ay£it (1) me l iput i : 

a. penelit ian data dan dokumen Barang Mil ik Daerah ; 

b. penelit ian terhadap i s i pu tusan pengadilan terkait Ba rang Mil ik Daerah 

sebag;ai objek pu tusan pengadilan, yang te lah memperoleh kekuatajn 

h u k u m tetap dan sudah t idak ada upaya h u k u m la innya ; clan 

c. penel it ian lapangan (on site visit), j i k a d iper lukan, guna memastikajn 

kesesua ian an ta ra Ba rang Mil ik Daerah yang menjadi objek p u t u s a a 

penggidilan dengan Ba rang Mil ik IDaerah yang menjadi obje|k 

Penghapusan. 
PER/INGKAT 
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Barang Milik Daerah Rusak Berat, kedaluwarsa, dan hewan yang 

majir/tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

ditindaklanjuti dengan penjualan. 

Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil 

penjualan ke kas daerah, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang 

Penghapusan Barang Milik Daerah. 

Bagian Kedua 

Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Pemindahtanganan 

Pasal 7 

Terhadap Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang dilakukan 

Pemindahtanganan, Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola setelah mendapatkan 

persetujuan dari Wali Kota. 

Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara Pengelola 

Barang dan pihak lain. 

Bagian Ketiga 

Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang 

(1) 

(£) 

Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya 

Hukum Lainnya 

Pasal 8 

Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dihapuskan karena adanya 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Pengelola Barang melakukan 

penelitian terhadap BMD tersebut. 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah, 

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik Daerah 

sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, dan 

Cc. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan 

kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek putusan 

pengadilan dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek 

Penghapusan. 
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(3) Da lam h a l me laksanakan penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (2 

Pengelola Ba rang d ibantu oleh Pani t ia Penghapusan B M D . 

(4) Has i l penelit ian Pani t ia Penghapusan d i tuangkan da lam bentuk laporan 

has i l penelit ian dan d isampa ikan kepada Ptmgelola Barang . 

(5) Be rdasa rkan laporan has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (4 

Pengelola Ba rang mengajukan u s u l perstetujuan penghapusan kepadja 

Wal i Kota. 

(6) Apabi la memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangari , 

Wal i Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusap 

Ba rang ^/Iilik Daerah. 

(7) B e r d a s a i k a n Keputusan Penghapusan B a r a n g Mil ik Daerah sebagaimanja 

d imaksud pada ayat (6), Pengelola Ba rang me l akukan Penghapusan B a r a n 

Mil ik Daisrah dar i D B P L 

Bag ian Keempat 

Penghapusan Pada Pengelola Ba rang Kf irena Sebab Sebab La in 

Pasa l 9 

(1) Terhadap Barang Mil ik Daerah yang h a r u s d ihapuskan karena. sebab-sebab 
I 

i l a in sebagaimana d imaksud da lam PasaJ 6 ayat(4) Pengelola B a r a n 

I me l akukan penelit ian terhadap Barang Mil ik Daerah tersebut. 

(2) Penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. penel i l ian data dan dokumen Barang Mil ik Daerah; dan 
i 

b. penelit ian lapangan (on site visit), jika d i ] 3 e r l u k a n . 

(3) Da lam h a l me laksanakan penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat ( 

Pengelola Ba rang d ibantu oleh T im Pene lusuran Ba rang Mil ik Daerah. 

(4) Has i l penelit ian T im Pene lusuran Barang Mil ik Daerah d i tuangkan dala ih 

bentuk laporan has i l penelit ian dan d isampa ikan kepada Peng;elola Barang . 

(5) Berdasa i k a n laporan has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (4 

Pengelola Ba rang mengajukan u s u l kepada Wal i Kota u n t u k menghapuskaj i 

B a r a n g ^/Iilik Daerah. 

(6) Apabi la memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangari , 

Wal i Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusa i 

Ba rang ^ 4 i l i k Daerah. 

(7) Be rdasa rkan Keputusan Penghapusan barang mi l ik daerah sebagaimanja 

d imaksud pada ayat (6), Pengelola Ba rang me l akukan Penghapusan B a r a n 

Mil ik Daerah dar i daftar barang pengelola. 
PER/^NGKAT 
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t T 9 /   

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

(S) 

(6) 

(7) 

- Ii 

Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD. 

Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan 

hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang. 

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud »ada ayat (4), 

Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada 

Wali Kota. 

Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari DBPL 

Bagian Keempat 

Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Sebab Sebab Lain 

Pasal 9 

Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dihapuskan karena sebab-sebab 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(4) Pengelola Barang 

melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah tersebut. 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. peneltian data dan dokumen Barang Milik Daerah, dan 
| 
| 

b. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan. | 

Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat | 

| Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penelusuran Barang Milik Daerah. 

Hasil penelitian Tim Penelusuran Barang Milik Daerah dituangkan dala | 

bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang. 
| 

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Pengelola Barang mengajukan usul kepada Wali Kota untuk menghapuskan 

Barang Milik Daerah. 

Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. | 

Berdasarkan Keputusan Penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari daftar barang pengelola. 
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Bag ian Ke l ima 

Penghapusan Pada Pengelola Ba rang Karena l^enyerahan Kepada Pengguna 

T(;rhadap barang mi l ik daerah pada Pengelola B a r a n g yang d i l akukan 

pimyerahan kepada Pengguna Barang , Pengelola Ba rang me lakukan 

Penghapusan B a r a n g Mil ik Daerah dar i daftar barang pengelola be rdasarkan : 

a. Keputusan Wal i Kota tentang Penetapan S ta tus Penggunaan Barang Mil ik 

Daerah kepada Pengguna Barang ; dan 

b. Ber i ta Acara Serah Ter ima Ba rang Mil ik Daerah an ta ra Pengelola Ba rang 

dan Pengguna Barang . 

Bag ian Keenam 

Penghapusan Pada Pengelola Ba rang Karena Me laksanakan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan 

Pasa l 11 

(1) Terhadapi Ba rang Mil ik Daerah yang h a r u s d ihapuskan ka r ena 

me laksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola 

Barang me lakukan penelit ian terhadap Barcmg Milik Daerah tersebut. 

(2] Da lam hal me laksanakan penelit ian sebagaimana d imaksud ])ada ayat (11 

Pengelola Ba rang d ibantu oleh Pani t ia Penghapusan. 
I 

(3) Penelit ian sebagaimana d imaksud pada ay a: (1) meliputi : 

a . penelit ian data dan dokumen Ba rang Mil ik Daerah; dan 
I 

! b. penelit ian lapangan (on site visit ) , j i k a d iper lukan. 

(4) Has i l penelit ian Pani t ia Penghapusan d i tuangkan da lam bentuk laporan 

has i l penelit ian dan d isampaikan kepada Pengelola Barang . 

(5) Be rdasa rkan laporan has i l penelit ian sebagaiimana d imaksud piada ayat (5), 

Pengelola Ba rang meminta persetujuan kepada Wal i Kota u n t u k 

Penghapusan atas B a r a n g Mil ik Daerah yfing berada da lam penguasaan 

Pengelola Barang . 

(6) Apabi la memenuhi syarat dan ketentuan pc;raturan perundang-undangan, 

Wal i Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan F'enghapusar. 

Ba rang Mil ik Daerah. 

(7) Berdasar lcan Keputusan Penghapusan B a r a n g Mil ik Daerah sebagaimans. 

d imaksud pada ayat (6), Pengelola Ba rang me lakukan Penghapusan Ba rang 

Mil ik Daerah dar i daftar barang pengelola. 

Ba rang 

Pasa l 10 

PERAIMGKAT 
DAE;RAH 

K A B A G 
H U K U M 

A S I S T E N S E K D A   
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Bagian Kelima 

Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Penyerahan Kepada Pengguna 

Barang 

Pasal 10 

Terhadap barang milik daerah pada Pengelola Barang yang dilakukan 

penyerahan kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan 

Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengelola berdasarkan : 

a. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik 

Daerah kepada Pengguna Barang, dan 

b. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pengelola Barang 

dan Pengguna Barang. 

Bagian Keenam 

Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Melaksanakan Ketentuan 

Peraturan Perundang-urdangan 

Pasal 11 

(li Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dihapuskan karena 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola 

Barang melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah tersebut. 

(2- Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan. 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada aya: (1) meliputi: 

a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah, dan 

b. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan. 

(4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan 

hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang. 

(5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

Pengelola Barang meminta persetujuan kepada Wali Kota untuk 

Penghapusan atas Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan 

Pengelola Barang. 

(6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

(7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang 
| 

Milik Daerah dari daftar barang pengelola. 
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B A B IV 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MIL IK D A E R A H PADA 

PENGGUNA B A R A N G 

Bag ian Kesa tu 

Pr ins ip U m u m 

Pasa l 12 

Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah pada Pengguna B a r a n g d i l a k u k a n da lam hril 

Ba rang Mil ik Daerah sudah t idak berada da lam penguasaan Peng^;una Ba rang 

Pasa l 13 

(1.) Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah pada Pengguna Ba rang di lakukaln 

dengan eara menghapus barang mi l ik daerah dar i daftar barang pengguns 

(21) Penghapusan Barang Mil ik Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (.) 

d i l aksanakan berdasarkan Keputusan Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah 

dar i Pengelola Ba rang yang te lah mends.patkan persetujuim Wal i Kota 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 ayat (1) h u r u f b. 

(3) Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah sebagsiimana d imaksud pada ayat (:.) 

d i l aksanakan berdasarkan Keputusan penghapusan Ba rang Mil ik Daerah 

dar i Pengelola Ba rang u n t u k penghapusan Barang Mil ik Daerah karenja 

pengal ihan s ta tus penggunaan, pemindahtanganan, a tau pemusnahan . 

(f1-) Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah dar i daftar barang pengguna d i l a k u k a ^ 

sebagai Jikibat dar i sa lah sa tu ha l di bawah in i : 

a . penyerahan kepada Pengelola Barang ; 

b. pengal ihan s ta tus penggunaan Ba rang Mil ik Daerah kepada Pengguna 

Ba rang l a in ; 

c. Pemindahtanganan; 

d. a d a r y a pu tusan pengadilan yang telah memperoleh kekua tan h u k u m 

tetap dan sudah t idak ada upaya h u k u i n la innya ; 

e. ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pemusnahan ; a t au 

g. sebab-sebab la in . 

(£i) Sebab-S { ;bab la in sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f g merupakstln 

sebab-sebab la in yang secara normal dapat d iperk i rakan w^ajar menjadi 

penyebab penghapusan, an ta ra la in m isa lnya hi lang, kecur ian , terbakaj-, 

susu t , menguap, mencair , t e rkena bencana a lam, kedaluwarsa., r u s a k bera 

PERi^NGKAT 
D/^ERAH 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA 

PENGGUNA BARANG 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 12 

Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal 

Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang. 

(1) 

(2) 

3) 

(4) 

(5) 

Pasal 13 

Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakuk 

dengan cara menghapus barang milik daerah dari daftar barang pengguna. 

Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah 

dari Pengelola Barang yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. 

Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah 

dari Pengelola Barang untuk penghapusan Barang Milik Daerah karena 

pengalihan status penggunaan, pemindahtanganan, atau pemusnahan. 

Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna dilakukan 

sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini: 

a. penyerahan kepada Pengelola Barang, 

b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Pengguna | 

Barang lain, 

c. Pemindahtanganan, 

d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, 

e. ketentuan peraturan perundang-undangan, 

f. pemusnahan, atau 

g. sebab-sebab lain. 

Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan 

sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 

penyebab penghapusan, antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, 

susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kedaluwarsa, rusak berat, 
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dan mat i/cacat berat/tidak produkti f u n t u k tanaman/hewan/ t emak, sertja 

terkena (dampak dar i terjadinya force majeure. 

(6) Pemindahtanganan sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f c an ta ra l a i ^ 

berupa jtenjualan. 

(7j Sebab-S ( ;bab la in sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f g j u d a 

t e rmasuk penghapusan atas koreks i kesa lahan pencatatan Barang Mil ik 

Daerah yang a k a n di je laskan pada Bag ian lersendir i . 

(81) Ba rang mi l ik daerah R u s a k Berat , keda luwarsa , dan hewan yanjg 

majir/ticlak produkti f sebagaimana d imaksud pada ayeit ( 5 ) dapqt 

d i t indaklanjut i dengan penjualan. 

[9) Berdasai-kan Laporan Has i l Penjualan, R is jdah lelang dan bulcti setor haslil 

penjualan ke k a s daerah, Wal i Kota menetcipkan Keputusan Penghapusap 

Ba rang Mil ik Daerah. 

Bag ian Kedua 

Penghapusan Pada Pengguna B a r a n g Ka r ena Penyerahan barang Milik Daerah 

Kepada Pengelola Ba rang 

Pasa l 14 

(1) Penghapusan barang mi l ik daerah dar i Daftar barang pengguna oleh 

Pengguna Ba rang ka rena penyerahan Barang Mil ik Daerah kepada 

Pengelola Ba rang d i l akukan berdasarkan : 

a . S u r a t Pengguna Barang kepada Wal i Klota mela lui Pengelola Ba rang 

yang menyatakan penyerahan b a r a r g mi l ik daerah yang t idak 

d igunakan u n t u k kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

I Perangkat Daerah, dan t idak sedang d imanfaatkan P ihak La in . S u r a t 

' tersebut di lampir i dengan daftar r inck in Ba rang Mil ik Daerah yang 

; d i se rahkan sekurang-kurangnya meliputi j u m l a h , kode bfirang, kode 

lokas i , j en i s , kondis i , t a h u n perolehan, n i l a i b u k u dan/atau n i la i 

perolehan; dan 

b. Ber i ta Acara Se rah Ter ima B a r a n g Mil ik Daerah antargi Pengguna 

Ba rang dengan Pengelola Barang . 

(2) Pengguna Ba rang menyampa ikan laporan Penghapusan kepada Pengelolla 

Ba rang pal ing l ama 1 (satu) bu lan sejeik Ber i ta Acara Se rah Te r ima 

ditandatangani dengan me lampirkan Ber i ta Acara Se rah Ter ima penyerahap 

Ba rang Mil ik Daerah kepada Pengelola Barang . 
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dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ ternak, serta 

terkena dampak dari terjadinya force majeure. 

Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c antara lain 

berupa penjualan. 

Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g juga 

termasuk penghapusan atas koreksi kesalahan pencatatan Barang Milik 

Daerah yang akan dijelaskan pada Bagian tersendiri. 

Barang milik daerah Rusak Berat, kedaluwarsa, dan hewan yang 

majir/tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

ditindaklanjuti dengan penjualan. 

Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil 

penjualan ke kas daerah, Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

Bagian Kedua 

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Penyerahan barang Milik Daerah 

(1) 

(2) 

Kepada Pengelola Barang | 

Pasal 14 

Penghapusan barang milik daerah dari Daftar barang pengguna oleh 

Pengguna Barang karena penyerahan Barang Milik Daerah kepada 

Pengelola Barang dilakukan berdasarkan : 

a. Surat Pengguna Barang kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang | 

yang menyatakan penyerahan barang milik daerah yang tidak | 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah, dan tidak sedang dimanfaatkan Pihak Lain. Surat 

tersebut dilampiri dengan daftar rincian Barang Milik Daerah yang 

diserahkan sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode 

lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai 

perolehan, dan 

b. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pengguna 

Barang dengan Pengelola Barang. 

Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola 

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima 

ditandatangani dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima penyerahan 

Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang. 
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(3) Be rdasa rkan laporan Penghapusan sebags imana d imaksud ] 3 a d a ayat (2), 

Pengelola Ba rang me l akukan pemuktah i ran pencatatan Barang Milijk 

Daerah ] 3 a d a Daftar Ba rang Mil ik Daerah (DBMD). 

Pasa l 15 

( ] ) Perubahan daftar barang pengguna sebagai ak ibat dar i penyerahan Barar ig 

Mil ik Daerah kepada Pengelola Ba rang h a r u s d i can tumkan da lam L B P bai|k 

Laporan Semesteran m a u p u n Laporan T a h u n a n Pengguna Barang ; 

(2!) Perubahan D B M D sebagai ak ibat dar i Penghapusan ka r ena penyerahajn 

Ba rang Mil ik Daerah dar i Pengguna Barang; kepada Pengelola Barang haru s 

d i can tumkan da lam Laporan Semesteran dan Laporan T a h u n a n . 

Bag ian Ketiga 

Penghapusan Pada Pengguna B a r a n g 

Ka r ena Pemindahtanganan 

Pasa l 16 

(1) Terhada]D Ba rang Mil ik Daerah pada Pengguna B a r a n g yang di lakukaln 

Pemindahtanganan, Pengguna Ba rang medakukan Penghapusan Ba rang 

Mil ik Dsierah dar i D B P setelah mendapatkan persetujuan dar i Pengelola 

i Barang . 

(2j Penghapusan B a r a n g Mil ik Daerah sebagedmana d imaksud pada ayat (!) 

d i lampir i dengan dokumen Ber i t a Aca ra Se rah Ter ima anteira Pengguna 

Ba rang dan p ihak la in . 

Bag ian Keempat 

Penghapusan Pada Pengguna B a r a n g Ka r ena Pengal ihan S ta tus Penggunaan 

B a r a n g Mil ik Daerah Kepada Pengguna B a r a n g L a i n 

Pasa l 17 

(1) Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah dar i Daftar B a r a n g Pengguna olei 

Pengguna Ba rang d i l akukan berdasarkan : 

a . Kepu tusan Wal i Kota mengenai Pengal ihan S ta tus Pengunaan B a r a n 

Mililc Daerah kepada Pengguna Barang la in . 

b. Keputusan Pengelola Ba rang tentang Penghapusan Ba rang Milijk 

Daerah ka r ena Pengal ihan S ta tus Penggunaan. 

c. Ber i ta Aca ra Se rah Ter ima a n tar Pengguna Barang yang diketahi j i 

Pembantu Pengelola Barang . 

PER/iNGKAT KABAG ASISTEN S E K D A 
DAERAH HUKUM 

' M T 9 j   

(3) 

(3) 

(2) 

(1) 

-14- 

Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengelola Barang melakukan pemuktahiran pencatatan Barang Milik 

Daerah pada Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). 

Pasal 15 

Perubahan daftar barang pengguna sebagai akibat dari penyerahan Barang 

Milik Daerah kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam LBP baik 

Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang, 

Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena penyerahan 

Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang Harus 

dicanturnkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan. 

Bagian Ketiga 

Penghapusan Pada Pengguna Barang 

Karena Pemindahtanganan 

Pasal 16 

Terhadap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang yang dilakukan 

Pemindahtanganan, Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari DBP setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola 

Barang. 

Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara Pengguna 

Barang dan pihak lain. 

Bagian Keempat 

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Pengalihan Status Penggunaan 

Barang Milik Daerah Kepada Pengguna Barang Lain 

Pasal 17 

| 
(1) Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna oleh 

Pengguna Barang dilakukan berdasarkan : 

a. Keputusan Wali Kota mengenai Pengalihan Status Pengunaan Barang 

Milik Daerah kepada Pengguna Barang lain. | 

b. Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang Milik 

Daerah karena Pengalihan Status Penggunaan. 

c. Berita Acara Serah Terima antar Pengguna Barang yang “TI 

Pembantu Pengelola Barang. 
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(2) Pengguna Ba rang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelo 

Ba rang paling l ama 1 (satu) bu lan sejjik Ber i ta Acara Serah Ter ima 

ditandatangani dengan Ber i ta Acara Se rah Ter ima pengfdihan s ta tus 

penggunaan Ba rang Mil ik Daerah. 

(3) Berdasai-kan laporan Penghapusan sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 

Pengelola Ba rang me l akukan penyesuaian j jencatatan Barang Mil ik Daerap 

pada Daftar Ba rang Mil ik Daerah. 

Pasa l 18 

(1) Perubahan Daftar Ba rang Pengguna sebagai akibat dar i Penghapusai i 

ka rena pengal ihan s ta tus penggunaan Ba rang Mil ik Daerah h a r u s 

d i can tumkan da lam L B P baik Laporan Semesteran mau] )un L a p o r a i 

Tahunan Pengguna Barang . 

(2) Perubahim Daftar Ba rang Mil ik Daerah sebagai ak ibat dar i ll^enghapusaii 

ka r ena pengalihan s ta tus penggunaan Barang Mil ik Daerah h a r u s 

d i can tumkan dalam Laporan barang Mil ik daerah Semesteran dan Laporap 

T a h u n a n . 

Bag ian Ke l ima 

Penghapusan Pada Pengguna Ba rang Karena Adanya Pu tusan Pengadilan Yang 

Te lah Memperoleh Kekua tan H u k u m Tetap D a n S u d a h T idak Ada Upaya 

H u k u m La innya 

Pasa l 19 

( 1 ; Pengguna Ba rang mengajukan u s u l Penghapusan Ba rang Mil ik Daera l i 

kepada Wali Kota c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 

a . pert imbangan dan a l asan Penghapusan; dan 

b. data Ba rang Mil ik Daerah yang d imohonkan u n t u k d ihapuskan 

sekurang- kurangnya mel iputi j u m l a h , kode barang, kode lokas i , j en i s 

kondis i , t a h u n perolehan, n i la i b u k u dan/atau ni la i perolelian. 

(2) Permohonan Penghapusan Barang Mil ik E>aerah sebagaimana dimaksuc. 

pada ayai; (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 

a . salin£in/fotokopi pu tusan pengadilan ycing telah dilegalisf isi/disahkar 

oleh pejabat berwenang; dan 

b. fotocopy dokumen kepemil ikan a tau dokumen setara. 

(3) Pengelola Ba rang u n t u k me lakukan j jenelit ian a tas permohonar 

Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah dar i Pengguna Barang sebagaimans 

d imaksud pada ayat (2). 
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Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Peralatan 

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima 

ditandatangani dengan Berita Acara Serah Terima pengalihan status 

penggunaan Barang Milik Daerah. | 

Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Daerah 

pada Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 18 

Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan 

karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah harus 

dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan 

Tahunan Pengguna Barang. 

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan 

karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah harus 

dicantumkan dalam Laporan barang Milik daerah Semesteran dan Laporan 

Tahunan. | 

Bagian Kelima 

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang 

(v 

(2) 

(3) 

Telah Mernperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya | 

Hukum Lainnya 

Pasal 19 

Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah 

kepada Wali Kota c.g. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan, dan 

b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

sekurang- kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, 

kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan. 

Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimaria dimaksud 

pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan 

oleh pejabat berwenang, dan 

b. fotocopy dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 

Pengelola Barang untuk melakukan penelitian atas permohonan 

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). | 
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{4) Da lam ha l me laksanakan penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

Pengelola Ba rang d ibantu oleh Pani t ia Penghapusan Barang Mil ik Daerah. 

(5) Penelit ian sebagaimana d imaksud pada aya t (3) meliputi : 

a . penelit ian data dan dokumen Barang Mil ik Daerah; 

b. penelit ian terhadap is i pu tusan pengadilan terkait Ba rang Milik Daerak 

sebagai objek pu tusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuata|i 

h u k u m tetap dan sudah t idak ada upaya h u k u m la innya ; dan 

c. penelit ian lapangan (on site visit) , j i k a d iper lukan, guna memast ika i i 

kesesua ian an ta ra Ba rang Milik Daerah yang menjadi objek pu tusan 

pengadilan dengan Barang Mil ik IDaerah yang mcmjadi objelc 

permohonan Penghapusan. 

(61 Has i l penelit ian Pani t ia Penghapusan d i tuangkan dalam bentuk laporan 

has i l penelit ian dan d isampaikan kepada Pengelola Barang . 

(7) Be rdasa rkan laporan has i l penelit ian sebagcumana d imaksud pada ayat (4), 

Pengelola Ba rang mengajukan u s u l persetujuan penghapusan kepada 

Wal i Kota. 

(8) Apabi la memenuhi syarat dan ketentuan pi^raturan perundang-undangan, 

Wal i Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusar: 

Ba rang Mlilik Daerah. 

(9) Be rdasa rkan Keputusan Penghapusan Bar img Milik Daerah sebagaimanji 

d imaksud pada ayat (6), Pengguna Barang me l akukan Penghapusan Ba rang 

Milik Daerah dar i D B P . 

Pasa l 20 

(1) Pengguns. Ba rang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelok. 

Ba rang paling l ama 1 (satu) bu lan sejak Keputusan Penghapusan Barang: 

Mil ik Daerah ditandatangani dengan melamf »irkan Keputusan F'enghapusar 

Ba rang Mil ik Daerah. 

(2) Be rdasa rkan laporan Penghapusan sebagai:tnana d imaksud pada ayat (1) 

Pengelola Ba rang menghapuskan Barang Mlilik Daerah dar i Daftar Baang 

Mil ik Daerah. 

Pasa l 21 

Peinghapusan sebagaimana d imaksud dalam Pasial 19 h a n y a d i l akukan karena 

adanya pu tusan pengadilan yang telah memperoleh kekua tan h u k u m tetap dan 

sudah t idak ada upaya h u k u m la innya yang dajjat d i l akukan oleh Pemerintah 

Daerah 

PERANGKAT 
DAERAH 
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(4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

(6) 

(8) 

(9) 

(1) 

(2) 

Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah: 

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik Dakrah 

sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, dan 

C. peneritian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan 

kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek putusan 

pengadilan dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek 

permohonan Penghapusan. 

Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan 

hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang. 

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada 

Wali Kota. 

Apabila raemenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari DBP. 

Pasal 20 

Pengguna. Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola 

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang 

Milik Daerah ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar Baang 

Milik Daerah. 

Pasal 21 

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dilakukan karena 

adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah 
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Pasa l 22 

{ ] ) Perubahan Daftar Ba rang Pengguna sebagai ak ibat dar i Penghapusari 

Ba rang Mil ik Daerah h a r u s d i can tumkan da lam L B P baik Laporan 

Semesteran m a u p u n Laporan T a h u n a n Pengguna Barang . 

(2) Pengguna Ba rang menyampa ikan laporan Penghapusan kepada Pengelolla 

Ba rang j jal ing l ama 1 (satu) bu lan sejak Keputusan Penghapiusan B a r a n g 

Milik Daerah ditandatangani dengan me lampirkan Keputusan Penghapusa i 

Ba rang F/lilik Daerah. 

(3) B e r d a s a i k a n laporan Penghapusan sebagaimana d imaksud pada ayat (2 

Pengeloki Ba rang menghapuskan Ba rang Mil ik Daerah dar i Daftar B a r a n 

Mil ik Da<?rah. 

Bag ian Keenam 

Penghapusan Pada Pengguna B a r a n g Ka r ena Me laksanakan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan 

Pasa l 23 

( I j Pengguna B a r a n g mengajukan permohonan Penghapusan Ba rang Mil ik 

Daerah kepada Wal i Kota c.q. Pengelola Ba rang yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a . pert imbangan dan a lasan Penghapusan; dan 

b. data Ba rang Mil ik Daerah yang d imohonkan u n t u k d ihapuskan , 

I sekurang- kurangnya mel iputi j u m l a h , kode barang, kode lokas i , 

j en i s , kondis i , t a h u n perolehan, n i la i b u k u dan/atau ni la i ] ierolehan. 

(2) Pengelola Ba rang me lakukan penelit ian terhadap permohonar. 

Penghapusan Barang Mil ik Daerah dar i Pengguna Ba rang sebagaimanj. 

d imaksud pada ayat (1). 

(3) Da lam h£d me laksanakan penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (2 

Pengelola Ba rang d ibantu oleh Pani t ia Penghapusan Barang Miilik Daerah. 

(4) Has i l penelit ian Pani t ia Penghapusan d i tuangkan da lam bentuk laporar 

has i l peni;l it ian dan d isampaikan kepada Pe:agelola Barang . 

(5) Berdasar lcan laporan has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 

Pengelola Ba rang mengajukan u s u l persetujuan penghapusan kepada Wal: 

Kota. 

(6) Apabi la memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Wal i Kota dapat menyetujui dan menetap'kan Keputusan Penghapusan 

B a r a n g Mil ik Daerah . 

PERANGKAT 
DAERAH 
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(1) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

apa 

Pasal 22 

Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan 

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan 

Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang. 

Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola 

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang 

Milik Daerah ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang 

Milik Daerah. 

Bagian Keenam 

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Melaksanakan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan 

Pasal 23 

Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan Barang Milik 

Daerah kepada Wali Kota c.g. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan, dan 

b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

sekurang- kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, 

jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan. 

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. 

Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan 

hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang. | 

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Wali 

Kota. 

Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 
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(7) Persetujuan Penghapusan Barang Mil ik Daerah sebagaimana dimaksujd 

pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat: 

a. Da ta Ba rang Mil ik Daerah yang disetujui u n t u k d ihapuskan , yanlg 

sekurang-kurangnya meliputi t a h u n perolehan, kode I jarang, kode 

lokasi , spesi f ikasi/identitas teknis , j en i s , kondis i , j u m l a h , n i la i b u k u 

dan/atau ni la i perolehan; dan 

b. Kewaj iban Pengguna Barang u n t u k melaporkan p e l a k s a n a a i 

Penghapusan kepada Wal i Kota c.q. Pengelola Barang . 

(8) Berdasa i k a n persetujuan Wal i Kota sebagaimana d imaksud pada ayat (4 , 

Pengguna Ba rang me l akukan Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah dar i D B P . 

(9) Pengguna Ba rang menyampaikan laporan Penghapusan kepsida PengeloU 

Barang x)aling l ama 1 (satu) bu lan sejak Keputusan Penghapusan B a r a n ; 

Mil ik DafTah ditandatangani dengan melampirkan Keputusan J^enghapusan 

Barang Mil ik Daerah 

(10) Be rdasa rkan laporan Penghapusan sebagaimana d imaksud pada ayat (9), 

Pengelola. Ba rang menghapuskan Barang Mil ik Daerah dar i Dafar Ba rang 

Milik Daerah. 

Pasa l 24 

(1) Perubahajn Daftar Ba rang Pengguna sebcigai akibat dar i Penghapusari 

Ba rang Mil ik Daerah h a r u s d i can tumkan da lam L B P baik Laporan 

Semesteran m a u p u n Laporan T a h u n a n Penj^guna Barang . 

(2) Perubahan Dafar Ba rang Mil ik Daerah setiagai akibat dar i Penghapusar. 

Ba rang Mil ik Daerah h a r u s d i can tumkan da lam Laporan Semesteran dar. 

Laporan Tahunam. 

Bag ian Ke tu juh 

Penghapusan Pada Pengguna B a r a n g Ka r ena Pemusnahan 

Paragraf 1 

Pr ins ip U m u m 

Pasa l 25 

(1) PemusnaJ ian Ba rang Mil ik Daerah pada Pengguna Barang dapat d i l akukan 

da lam ha l : 

a . Ba rang Mil ik Daerah t idak dapat d igunakan,t idak d imanfaatkan, dan 

t idak dapat dapat d ip indahtangankan; a tau 

b. terdapat a l a san la in sesua i ketentuan pe iundang- undangan. 
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DAERAH 

KABAG ASISTEN S E K D A 

f 1 - -9   

(7) 

(8) 

(9) 

  

ca 

Persetujuan Penghapusan Barang Milik Diaerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat: 

a. Data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode 

lokasi, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku 

dan/atau nilai perolehan: dan 

b. Kewa'iban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

Penghapusan kepada Wali Kota c.g. Pengelola Barang. 

Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBP. 

Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola 

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang 

Milik Daerah ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah 

(10) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

(1) 

(2) 

(1) 

Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Dafar Barang 

Milik Daerah. 

Pasal 24 

Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan 

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan 

Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang. 

Perubahan Dafar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan 

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan 

Laporan Tahunan. 

Bagian Ketujuh 

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Pemusnahan 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

Pasal 25 

Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dapat dilakukan 

dalam hal : 

a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan,tidak dimanfaatkan, dan 

tidak dapat dapat dipindahtangankan, atau | 

b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan perundang- undangan. 
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(2) Pemusnahan Barang Milik Daerah d i l aksanakan oleh Pengguna B a r a r g 

setelah mendapat Persetujuan Wal i Kota. 

(21) Pe laksanaan Pemusnahan di tuangkan da lam berita aca ra dan d i laporkan 

kepada ^Vali Kota. 

(4) Pemusn i ihan d i l akukan dengan ca ra dibakar, d ihancurkan , d i t imbun, 

ditenggelamkan a tau ca ra la in sesuai dengan ketentuan perundang;-

undangan. 

(5) Da lam hal ca ra pemusnahan t idak dapat d i l akukan dengan c a r a 

sebagaimana d imaksud pada ayat (4) m a k a proses pemusnahan d i l akukan 

dengan ca ra pembiaran dengan menyebutkan pertimbangannj^a. 

Paragraf 2 

U s u l a n Pemusnahan D a n Peinghapusan 

Pasa l 26 

(1) Pengguna Barang mengajukan u s u l Pemusnahan dan penghapusan Ba rang 

Mil ik Daerah kepada Wal i Kota c.q. Pengelola yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a . pertimbangan, a l asan , dan c a r a pemusnahan yang a k a n d i l a k u k a n 

Pengguna Barang ; 

b. data Bcirang Mil ik Daerah yang d imohonkan u n t u k d ihapuskan , yang 

sekurang-kurangnya mel iputi t a h u n perolijhan, kode barang, kode lokas i , 

j en i s , j u m l a h , kondis i , lokasi , n i la i b u k u dan/a tau n i la i perolehan; 

c. sura t Pemyataan Tanggung J a w a b Mut lak (SPTJM) dar i Pengguna B a r a n g 

s ekura r g-kurangnya memuat : 

1) identitas Pengguna Barang , pemyatEian mengenai tanjggung j awat 

a tas kebenaran permohonan yang d ia jukan, baik materi i l maupur 

fonnil ; dan 

2) pernyataan bahwa Ba rang Mil ik Daerah t idak lagi dapat d igunakan 

d imanfaatkan, dan d ip indahtangankan, a tau bahwa Elarang Milik; 

Daerah h a r u s d i l akukan Pemusnahan berdasarkan amana l 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. fotocopy bukt i kepemi l ikan Ba rang Mil ik Daerah (untuk Elarang Milik 

Daerah yang h a r u s dilengkapi dengan bukt i kepemil ikan); 

e. fotocopy Ka r tu Inventar is Ba rang (KIB) yang mencantumkan ]3arang Milik 

Daerah yang a k a n d imusnahkan ; dan/atau 

f. fotocopy Ba rang Mil ik Daerah yang d i u s u l k a n pemusnahanny a. 
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(2) Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang 

setelah mendapat Persetujuan Wali Kota. 

(5) Pelaksanaan Pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan 

kepada Wali Kota. 

(4) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, 

ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan. 

(5) Dalam hal cara pemusnahan tidak dapat dilakukan dengan cara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pemusnahan dilakukan 

dengan cara pembiaran dengan menyebutkan pertimbangannya. 

Paragraf 2 

Usulan Pemusnahan Dan Penghapusan 

Pasal 26 

(11 Pengguna Barang mengajukan usul Pemusnahan dan penghapusan Barang 

Milik Daerah kepada Wali Kota c.g. Pengelola yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. pertimbangan, alasan, dan cara pemusnahan yang akan dilakukan 

Pengguna Barang, 

b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, 

jenis, jumlah, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan, 

c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang 

sekurang-kurangnya memuat: 

1) identitas Pengguna Barang, pernyataan mengenai tanggung jawab 

atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun 

formil, dan 

2) pernyataan bahwa Barang Milik Daerah tidak lagi dapat digunakan, 

dimanfaatkan, dan dipindahtangankan, atau bahwa Barang Milik 

Daerah harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. fotocopy bukti kepemilikan Barang Milik Daerah (untuk Barang Milik 

Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), 

e. fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) yang mencantumkan Barang Milik 

Daerah yang akan dimusnahkan, dan/atau 

f. fotocopy Barang Milik Daerah yang diusulkan pemusnahannya. 
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(2) Da lam ha l bukt i kepemil ikan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 

t idak ada, m a k a dapat digant ikan dengan bukt i l a innya seperti dokumen 

kontrak, akte j u a l beli, perjanjian j u a l beli, RKA , DPA, DPA Perubahan, 

dokumen pembayaran, dan dokumen perolehan la innya yang dapjit 

dipersamgikan dengan i tu . 

Paragraf 3 

Persetujuan Pemusnahan 

Pasa l 27 

(1) Wal i Kota memer intahkan Pengelola Ba rang c.q. Pani t ia Penghapusan u n t u k 

me l akukan penelit ian terhadap permohonan Pemusnahan Barang Mililc 

Daerah dar i Pengguna Barang . 

(2) Pani t ia Penghapusan me l akukan penelit ian terhadap u s u l p emusnaha^ 

B a r a n g Mil ik Daerah. 

(31 Penelitian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) meliputi : 

a . penelit ian ke layakan pertimbangan, a l asan dan ca ra Pemusnahan yank 

a k a n d i l akukan Pengguna Barang ; 

b. penelit ian data administrat i f sekurang-kurangnya men;genai t a h u n 

perolehan, kode barang, kode lokasi , sp(;si f ikasi/identitas Barang Mil ik 

Daerah, kondis i , penetapan status penggunaan, j u m l a h , bukt i 

kepemi l ikan (untuk Barang Mil ik Daerah yang h a r u s dilengkapi dengan 

bukt i kepemil ikan) , niled b u k u dan/atau ni la i perolehan; dan 

c. penel inan fisik a tas Ba rang Mil ik Daerah yang d imohonkan u n t u k 

d i l akukan Pemusnahan . 

(4) Be rdasa rkan Laporan Has i l Penelit ian dar i Pani t ia F*enghapusar 

sebagaimama d imaksud pada ayat (3), Pengelola Ba rang mengajukar 

rekomendasi kepada Wal i Kota u n t u k menentukan disetujui a tau tidaknyg 

u s u l Pemusnahan . 

(5) Da lam h a l u s u l pemusnahan tidak disetujui Wal i Kota, Pengelola Barang 

menyampa ikan pember i tahuan tertul is kepada Pengguna Ba rang dengan 

disertai a l asannya . 

(6) Da lam h a l u s u l Pemusnahan disetujui , dih^rbitkan Keputusan Wal i Kota 

tentang Pemusnahan Baremg Milik Daerah. 

(7) Keputusan Pemusnahan Ba rang Mil ik Daerah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (6) sekurang-kurangnya memuat : 

a . data Bt irang Mil ik Daerah yang disetujui u n t u k d imusnahkan , meliputi 

t a h u n perolehan, kode barang, kode lokas i , spesi f ikasi teknis , j en i s . 
PERANGKAT 
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(2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

(1) 

(2) 

(31 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen 

kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, RKA, DPA, DPA Perubahan, 

dokumen pembayaran, dan dokumen perolehan lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

Paragraf 3 

Persetujuan Pemusnahan 

Pasal 27 

Wali Kota memerintahkan Pengelola Barang c.g. Panitia Penghapusan untuk 

melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan Barang Milik 

Daerah dari Pengguna Barang. 

Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap usul pemusnahan 

Barang Milik Daerah. 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan, alasan dan cara Pemusnahan yang 

akan dilakukan Pengguna Barang, 

b. penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun 

perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi/identitas Barang Milik 

Daerah, kondisi, penetapan status penggunaan, jumlah, bukti 

keperrilikan (untuk Barang Milik Daerah yang harus dilengkapi dengan 

bukti kepemilikan), nilai buku dan/atau nilai perolehan, dan 

c. penelizian fisik atas Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk 

dilakukan Pemusnahan. 

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dari Panitia Penghapusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan 

rekomendasi kepada Wali Kota untuk menentukan disetujui atau tidaknya 

usul Pemusnahan. 

Dalam hal usul pemusnahan tidak disetujui Wali Kota, Pengelola Barang 

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Barang dengan 

disertai alasannya. 

Dalam hal usul Pemusnahan disetujui, diterbitkan Keputusan Wali Kota 

tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah. 

Keputusan Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) sekurang-kurangnya memuat: 

a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, meliputi 

tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jenis, 
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kondis i , j u m l a h , n i la i b u k u dan/atau n i la i perolehan; dan 

b. kewaj iban Pengguna Ba rang u n t u k melaporkan pe laksanaan 

Pemusnahan kepada Wali Kota c.q.Pengelola Barang . 

Pasa l 28 

(1) Pengguna Barang menyampaikan Laponm Pemusnahan ]3arang Mil ik 

Daerah kepada Pengelola Ba rang pal ing l ama 1 (satu) bu lan sejak 

Keputusan Pemusnahan Barang Milik Daerah ditandatangani Wal i K o t i 

dengan melampirkan Ber i ta Acara Pemusneihan Ba rang Mil ik Daerah. 

(2) Be rdasa rkan laporan Pemusnahan dar. Ber i ta Acara Pemusnaha j i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), l^'engelola Ba rang menetapkan 

Keputusan Penghapusan Barang Mil ik Daerah dar i Deftar B a r a n i ; 

Pengguna. 

Pasa l 29 

(1) PerubahEin Daftar Ba rang Pengguna sebrigai ak ibat dar i Penghapusarji 

Ba rang IVIilik Daerah h a r u s d i can tumkan da lam Laporan Semesteran 

m a u p u n Laporan T a h u n a n Pengguna Barang . 

(2) Perubahan Daiftar Ba rang Mil ik Daerah sebagai ak ibat dar i Penghapusan 

Ba rang Mil ik Daerah h a r u s d i can tumkan dalam Laporan Semesteran dan 

Laporan T a h u n a n Pengelola Barang . 

Bag ian Kedelapan 

Penghapusan Pada Pengguna Ba rang Ka r ena Sebab-Sebab La in 

Pasa l 30 

(1) Pengguna. Ba rang mengajukan u s u l Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah 

ka r ena si^bab-sebab la in sebagaimana d imaksud dalam Pas£il 6 ayat (4 

kepada Wal i Kota c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat 

a. pert imbangan dan a l asan Penghapusan; dan 

b. data Ba rang Mil ik Daerah yang d imohonkan u n t u k dihapusikan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi t ahun perolehan, kode barang, kode 

lokasi , spesi f ikasi teknis , j u m l a h , kondis i , n i la i b u k u dan/atau n i la i 

perolehan. 

(2) Pengelola Ba rang me l akukan penelit ian terhcidap u s u l Penghapusan Barang 

Mil ik Daerah dar i Pengguna Ba rang . 

(3) Penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (2) meliputi : 
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kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan: dan | 

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

Pemusnahan kepada Wali Kota c.g.Pengelola Barang. 

Pasal 28 

Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pemusnahan Barang Milik 

Daerah kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak 

Keputusan Pemusnahan Barang Milik Daerah ditandatangani Wali Kota 

dengan rnelampirkan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah. 

Berdasarkan laporan Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menetapkan 

Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang 

Pengguna. 

Pasal 29 

Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan 

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran 

maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang. 

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan 

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan 

Laporan Tahunan Pengelola Barang. 

Bagian Kedelapan 

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Sebab-Sebab Lain 

Pasal 30 

Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah 

karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) 

kepada Wali Kota c.g. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan, dan 

b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode 

lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/atau nilai 

perolehan. 

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usul Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari Pengguna Barang . 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
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a. penelit ian data dan dokumen Barang IVIilik Daerah; dan 

b. penelit ian lapangan (on site visit ) , j i k a d iper lukan. 

(4) Da lam h a l me laksanakan penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat ( i ) 

Pengelola Ba rang d ibantu oleh T i m Penghajmsan Barang Milik Daerah. 

(£)) Has i l penelit ian T im Penghapusan Barang Milik Daerah d i tuangkan da lam 

bentuk laporan has i l penelit ian dan d isampa ikan kepada Peng;elola Barang . 

(6) Be rdasa rkan laporan has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada ayat (4 , 

Pengelola Ba rang mengajukan u s u l kepada Wal i Kota u n t u k m e n g h a p u s k a i 

Ba rang ^/Iilik Daerah. 

(7) Apabi la memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Wal i Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan l^enghapusan 

Barang Mil ik Daerah. 

(8) Be rdasa rkan Keputusan Penghapusan Ba rang Milik Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (6), Pengguna Barang me l akukan Penghapusan Ba rang 

Mil ik DacTah dar i D B P . 

Bag ian Kesembi lan 

Penghapusan Pada Pengguna Ba rang a tas Kc r eks i Kesa lahan Pcmcatatan 

Pasa l 31 

Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah atas Koreks i Kesa lahan Pencatatan 

sebagaimana 'dimaksud dalam Pasa l 13 ayat (7) mel iputi : 

a . koreks i a tas Ba rang Mil ik Daerah yang lercatat da lam Dgiftar Barand; 

Pengguna tetapi t idak ada penganggarannya, t idak ada dokumen perolehar 

l a innya serta t idak ada eksistensi barangnya, 

b. koreks i a tas t anah ygmg tercatat da lam Daftar Barang Pengguna, 

d i a sums ikan perolehannya berasal dar i hibah /penyerahan Pihalc La in , tetapi 

t idak ada dokumen hibah/perolehan la innya , penggunaan dan penguasaan 

a tas tanah tersebut berada pada P ihak L a i n ; 

c. koreksi ab is t anah yang tercatat di Daftar Ba rang Pengguna padfi PD, n a m u n 

t anah tersiebut d igunakan dan d ikuasa i Pemerintah Desa, dgm dokumen 

kepemiliksm tanah bersert ipikat atas n a m a D^merintah Desa; 

d. koreks i a l a s Ba rang Mil ik Daerah yang tercatat da lam Daftar Barang 

Pengguna berupa bangunan l ama yang sudah d ibongkar/d imusnahkan dan 

digantikan dengan bangunan baru . Contohm/a anta ra la in Gedung Sekolah 

dan R u m a h D inas G u r u yang sudah dibongkar n a m u n belum d ihapuskan) ; 

e. koreks i atas Ba rang Mil ik Daerah yang sudah m u s n a h akibat kebakaran 

tetapi mas ih tercatat da lam Daftar Ba rang Mil ik D a e r a h / B u k u Inventar is ; 

f. koreks i atgis Ba rang Mil ik Daerah akibat k e t daksesua ian a sums i misa lnya 
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a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah: dan 

b. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan. 

(4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan Barang Milik Daerah. 

(5) Hasil penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dituangkan dalam 

bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang. 

(6) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Pengelola Barang mengajukan usul kepada Wali Kota untuk menghapuskan 

Barang Milik Daerah. 

(7) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

(8! Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari DBP. 

Bagian Kesembilan 

Penghapusan Pada Pengguna Barang atas Koreksi Kesalahan Pencatatan 

Pasal 31 

Penghapusan Barang Milik Daerah atas Koreksi Kesalahan Pencatatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) meliputi : 

a. koreksi atas Barang Milik Daerah yang tercatat dalam Daftar Barang 

Pengguna tetapi tidak ada penganggarannya, tidak ada dokumen perolehan 

lainnya serta tidak ada eksistensi barangnya. 

b. koreksi atas tanah yang tercatat dalarn Daftar Barang Pengguna, 

diasumsikan perolehannya berasal dari hibah /penyerahan Pihak Lain, tetapi 

tidak ada dokumen hibah/perolehan lainnya, penggunaan dan penguasaan 

atas tanah tersebut berada pada Pihak Lain, | 

c. koreksi atas tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna pada PD, namun 

tanah tersebut digunakan dan dikuasai Pemerintah Desa, dan dokumen 

kepemilikan tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Desa: 

d. koreksi atas Barang Milik Daerah yang tercatat dalam Daftar Barang 

Pengguna berupa bangunan lama yang sudah dibongkar/dimusnahkan dan 

digantikan dengan bangunan baru. Contohnya antara lain Gedung Sekolah 

dan Rumah Dinas Guru yang sudah dibongkar namun belum dihapuskan): 

e. koreksi atas Barang Milik Daerah yang sudah musnah akibat kebakaran 

tetapi masih tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah/Buku Inventaris, 

f. koreksi atas Barang Milik Daerah akibat ketidaksesuaian asumsi misalnya 
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pe rencanaan/DED yang semula dicatat sebagai Konsb-uksi Dala jn 

Pengerjacin tetapi t idak terealisir bangunannya; a t au 

g. Koreks i a tas Ba rang Mil ik Daerah yang telah d ih ibahkan/diber ikan kepada 

masyaral-iat tetapi mas ih tercatat da lam Daftar Ba rang Milik D a e r a h / B u k u 

Inventar is . Contohnya an ta ra la in Mesin J a h i t yang telah d ih ibahkan ke 

masyarakiat n a m u n belum d ihapuskan ) . 

Pasa l 32 

Penghapusan a tas Koreksi Kesa lahan Pencatatan sebagaimana d imaksud dalanji 

Pcisal 31 d i l aksanakan dengan tata cara : 

a. Pengguna Ba rang mengajukan u s u l Penghap)usan Barang Milik Daerah atak 

Koreks i Kesa lahan Pencatatan kepada Wal i Kota c.q. Pengelola Ba rang yang 

sekurang- kurangnya dilengkapi: 

1. pertimljangan dan a l a san Penghapusan; 

2. data Ba rang Mil ik Daerah yang dimoho: ikan u n t u k d ihapuskan , y a n ^ 

sekurang-kurangnya meliputi t ahun perolehan, kode barang, kode lokasi 

spesi f ikasi teknis , j u m l a h , kondis i , n i la i b u k u dan/atau n i la i perolehan; 

3. Dokumen pendukung sesua i dengan peruntukannya . 

b. Pengelola Barang me lakukan penelit ian terhcidap u s u l Penghapusan Ba rang 

Mil ik Daerah ka r ena sebab-sebab la in dar i Ptmgguna Barang . 

c. Penelit ian sebagaimana d imaksud pada h u r u f b meliputi : 

1. penelit ian data dan dokumen Barang Mil ik Daerah; dan 

2. penelit ian lapangan (on site visit ) , j i k a dipimlukan. 

d. Da lam hai me laksanakan penelit ian sebagaimana d imaksud pada h u r u f c 

Pengelola Ba rang d ibantu oleh T im Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah. 

e. Has i l penelit ian T im Penghapusan Ba rang IVIilik Daerah d i tuangkan dalam 

bentuk lapioran has i l penelit ian dan d isampaikan kepada Pengelola Barang . 

f. Be rdasa rkan laporan has i l penelit ian sebagaimana d imaksud pada h u r u f c, 

Pengelola Ba rang mengajukan u s u l kepada Wali Kota u n t u k me: ighapuskan 

B a r a n g Mil ik Daerah. 

g. Apabi la memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Wal i Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan 

Ba rang Mil ik Daerah. 

h . Be rdasa rkan Keputusan Penghapusan Ba rang Mil ik Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (6), Pengguna Barang me l akukan Penghapusan Barang 

Mil ik Daerah dar i Daftar Ba rang Pengguna. 
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perencanaan/DED yang semula dicatat sebagai Konstruksi Dalam 

Pengerjaan tetapi tidak terealisir bangunannya, atau 

Koreksi atas Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan/diberikan kepada 

masyarakat tetapi masih tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah/Buku 

Inventaris. Contohnya antara lain Mesin Jahit yang telah dihibahkan ke 

masyarakat namun belum dihapuskan). 

Pasal 32 

Penghapusan atas Koreksi Kesalahan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 dilaksanakan dengan tata cara: 

  

Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah atas 

Koreksi Kesalahan Pencatatan kepada Wali Kota c.g. Pengelola Barang yang 

sekurang- kurangnya dilengkapi: 

1. pertimbangan dan alasan Penghapusan, 

2. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, 

spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/atau nilai perolehan, 

3. Dokumen pendukung sesuai dengan peruntukannya. 

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usul Penghapusan Barang 

Milik Daerah karena sebab-sebab lain dari Pengguna Barang. 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: 

1. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah, dan 

2. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan. 

Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c 

Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan Barang Milik Daerah. 

Hasil penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dituangkan dalam 

bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang. 

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, 

Pengelola Barang mengajukan usul kepada Wali Kota untuk menghapuskan 

Barang Milik Daerah. 

Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,| 

Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana! 

dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang 

Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna. 
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Pasa l 33 

(1) Perubahan daftar barang pengguna sebagai akibat dar i Penghapusan 

Barang Mil ik Daerah h a r u s d i can tumkan dalam L B P tiaik Laporan 

Semestei-an m a u p u n Laporan T a h u n a n Pengguna Barang . 

(2) Perubahan Daftar Ba rang Mil ik Daerah sebagai ak ibat dar i Penghapusari 

Ba rang Mil ik Daerah h a r u s d i can tumkan da lam Laporan Semesteran da i 

Laporan T a h u n a n . 

B A B V 

K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

Pasa l 34 

Peida saat Peraturan Wal i Kota in i mu la i ber laku permohonan l^enghapusari 

Ba rang Mil ik Daerah yang telah d ia jukan oleh Pengguna Bai-ang kepada 

W;aii Kota dan. belum memperoleh persetujuan Wali Kota menyesusdkan dengan 

ketentuan da lam Peraturan Wal i Kota in i . 

B A B V I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 35 

Peraturan Wal i Kota in i mu la i ber laku pada tangj;al d iundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan pengundangarji 

Pei-aturan Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah. 

i Di tetapkan di Gorontalo 

padatangga l 13 O k t . ^ a r 2020 

lALl KOTA GORONTALO,|/ 

D iundangkan di Gorontalo 

padatangga l 13 q v t o i t j r 2020 

S E K R E T A R I S D A E J R A H KOTA GORONTALO, 

A. TAHA 

ISMAIL M A D J I D 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR H 
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Pasal 33 

(1) Perubahan daftar barang pengguna sebagai akibat dari Penghapusan 

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan 

Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan 

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan 

Laporan Tahunan. 

BAB V 

KETENTUAN PERAL/HAN 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku permohonan Penghapusan 

Barang Milik Daerah yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada 

Wali Kota dan. belum memperoleh persetujuan Wali Kota menyesuaikan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 Oktewer 2020 

ALI KOTA GoronTaLo 

  

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 Ortover 2020 

SEKRETARIS DA H KOTA GORONTALO, 

     ISM L MAVDJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 3$ 
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